BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PB.04/KEP.713-BPBD /2023
TENTANG

BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

(COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 22 Juni 2023
tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia menetapkan
status Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
berakhir dan mengubah status Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) menjadi penyakit endemi di Indonesia;
bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Wilayah Kabupaten Majalengka telah dapat diatasi
dengan kondisi menjadi penyakit endemi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Berakhirnya
Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan  Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembianaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap
Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana,;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan ...
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Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018
Nomor 5);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2023 Tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penetapan
Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Majalengka dan mengubah secara faktual
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi penyakit
endemik di Kabupaten Majalengka.

Mencabut seluruh peraturan terkait pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Majalengka.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka,
Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.241-
BPBD/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana Penularan Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Majalengka Tahun
2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut sejak tanggal 21 Juni 2023.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Juli 2023




